


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kejahatan bersenjata merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Medan, kejahatan bersenjata sering kali melibatkan aksi-aksi kekerasan yang membahayakan nyawa dan keselamatan warga. Kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan teror bersenjata, menuntut aparat penegak hukum, khususnya Korps Brigade Mobil (Brimob), untuk mengambil tindakan yang cepat dan tegas guna mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Korps Brimob sebagai salah satu satuan elite Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam menangani tindak pidana yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat atau aparat kepolisian itu sendiri.[footnoteRef:1] [1:  Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian, Pasal 1 Ayat (2).] 

Namun, kewenangan penggunaan senjata api ini tidak boleh diterapkan sembarangan. Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, terutama dalam konteks penanggulangan kejahatan bersenjata, sangat diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di mana kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.[footnoteRef:2] Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Brimob dan memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dampaknya terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan. [2:   UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.
 ] 

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi, dengan beberapa di antaranya melibatkan penggunaan senjata api oleh pelaku kejahatan. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus perampokan bersenjata yang terjadi pada tahun 2022 di salah satu perumahan elit di Kota Medan. Dalam kasus tersebut, para pelaku yang mengendarai sepeda motor, menggunakan senjata api untuk merampok rumah milik seorang pengusaha, mengancam nyawa keluarga korban, dan menembak korban yang mencoba melawan. Kejadian ini menggambarkan bahwa kejahatan bersenjata yang terjadi di Kota Medan sangat berpotensi membahayakan masyarakat, serta memerlukan respons yang cepat dan tegas dari aparat kepolisian.[footnoteRef:3] [3:  Laporan Kejahatan Bersenjata di Kota Medan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2023.] 

Dalam situasi seperti ini, Brimob berperan penting untuk menanggulangi aksi kejahatan bersenjata, baik dalam melakukan penindakan terhadap pelaku, maupun dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kejahatan yang lebih besar. Brimob memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam upaya tersebut, tetapi kewenangan ini harus digunakan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah prosedur yang diterapkan oleh Brimob dalam penggunaan senjata api sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Selain itu, apakah penggunaan senjata api oleh Brimob benar-benar memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata, atau justru berisiko menimbulkan masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan?[footnoteRef:4] [4:  Aswanto, Arief. (2020). "Keamanan Negara dan Penggunaan Senjata Api oleh Polisi dalam Perspektif Hukum Internasional," Jurnal Hukum dan Keamanan, 15(2), hlm. 123-145.] 

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau lebih jauh mengenai prosedur yang diterapkan oleh Brimob dalam menggunakan senjata api. Sejauh ini, prosedur penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan bersenjata diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menggunakan kekuatan, termasuk senjata api, apabila diperlukan.[footnoteRef:5]Selain itu, terdapat juga peraturan internal Polri, seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2019 yang mengatur secara lebih rinci tentang penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dalam berbagai situasi.[footnoteRef:6] [5:  Nasution, Irfan. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Bersenjata, Jakarta: Pustaka Hukum.]  [6:  Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.] 

Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur hal ini, pada kenyataannya, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi prosedur tersebut. Beberapa kasus yang tercatat menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Brimob terkadang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh peraturan, serta ada pula yang menimbulkan kontroversi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah insiden penembakan yang terjadi di kawasan perumahan elit di Medan pada tahun 2019, di mana seorang warga sipil yang tidak terlibat dalam kejahatan tewas tertembak oleh anggota Brimob yang sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan bersenjata. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan prosedur yang tepat dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, serta apakah ada kelemahan dalam pengawasan terhadap tindakan anggota Brimob di lapangan.[footnoteRef:7] [7:  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). Penyalahgunaan Kewenangan Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Keamanan.] 

Dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks, aparat kepolisian, khususnya Brimob, perlu memiliki panduan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan dengan sah dan proporsional. Prosedur yang baik tidak hanya harus memperhatikan aspek hukum, tetapi juga etika dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam rangka memperkecil potensi kekerasan yang tidak perlu, Brimob perlu menjalani pelatihan intensif mengenai penggunaan kekuatan yang sebanding dengan ancaman yang ada, serta teknik-teknik non-kekerasan dalam menghadapi pelaku kejahatan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan senjata api selalu diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan secara hukum, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.[footnoteRef:8] [8:    Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  ] 

Penting juga untuk memahami bahwa meskipun penggunaan senjata api dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan bersenjata, hal ini tidak serta-merta menjamin terciptanya keamanan yang berkelanjutan. Penanggulangan kejahatan bersenjata memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan kerjasama antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan senjata api oleh Brimob sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bagaimana prosedur tersebut dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan bersenjata di Kota Medan.[footnoteRef:9] [9:  Peraturan Polri No. 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.] 



B. Rumusan Masalah 
1. Apakah penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob untuk menanggulangi tindak kejahatan bersenjata sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana prosedur penggunaan senjata api oleh Korps Brimob dalam penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan?
3. Bagaimana dampak penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan?

A. 
B. 
C. tujuan Penelitian 
1. Menganalisis kesesuaian penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob dalam menanggulangi kejahatan bersenjata dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai satuan yang diberi kewenangan untuk menggunakan senjata api, Brimob harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
2. Mengidentifikasi prosedur penggunaan senjata api oleh Korps Brimob dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi kejahatan bersenjata. Prosedur yang jelas dan tegas akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan kekuatan yang diperlukan dalam mengatasi situasi darurat.
3. Menilai dampak penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata di Kota Medan. Hal ini untuk mengetahui apakah penggunaan senjata api benar-benar dapat menurunkan angka kejahatan bersenjata atau justru meningkatkan risiko konflik dan kekerasan yang lebih besar.

D. Manfaat penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum pidana dan hukum kepolisian.
[bookmark: _GoBack]Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan penggunaan kekuatan secara proporsional dan sesuai hukum.
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